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Abstrak: Kewenangan DPRD tidak lagi sebagai lembaga yang pasif dalam menentukan
arah pembangunan suatu daerah, tetapi DPRD lebih bersifat aktif dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar
pemerintahan daerah, yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam
menyelenggarakan otonomi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Konawe Utara memiliki peran sangat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, karena DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan DPRD terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, merupakan kegiatan pokok yang dilaksanakan
oleh DPRD. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sangat penting
dilaksanakan karena menyangkut kehidupan masyarakat dalam dinamika berbangsa dan
bernegara guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan
Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia sebagaimana
yang diatur dalam TAP MPR No.III/MPR/2000, maupun UU Nomor 10 Tahun 2004.
Mekanisme pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah pertama: pengawasan DPRD
menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan, kedua pengawasan
terhadap proses administrasi dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan
peraturan terkait, ketiga pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga
dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain ditingkat daerah, dan keempat pengawasan
terhadap upaya pembentukan tata pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Pengawasan DPRD, dan Peraturan Daerah Peraturan Bupati.
PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah,  sebagaimana amanah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan
susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian lebih
lanjut lagi dalam, Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang. Dibentuknya daerah
otonom yakni untuk memberikan pelayanan yang baik dan mudah bagi
masyarakat.
Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dikatakan Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
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sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Di era Otonomi Daerah (Pemerintah Daerah) kewenangan DPRD tidak lagi
sebagai lembaga yang pasif dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah,
tetapi DPRD lebih bersifat aktif dengan lebih memperhatikan aspek-aspek
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan
keaneka ragaman, peluang dan persaingan global dengan memberikan peluang
yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan
pemerintah. Hal ini dikarenakan, potensi dan keaneka ragaman, peluang dan
persaingan global dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada daerah
disertai dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi
daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.
Salah satu kewenangan yang penting dari suatu daerah dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan
Daerah (Perda). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 angka 2 terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pemerintahan di daerah. Keradaan pemerintahan di daerah adalah
merupakan suatu bentuk organisasi pemerintah yang lebih kecil atau pada tingkat
daerah yang dikatakan sebagai pemerintahan daerah. Hak untuk menetapkan Perda
disebut hak legislative (legislatieve bevoegdheid, legislative power) (Irwan Soejito,
2005).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif
merupakan perwakilan rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan.
Kehadiran perwakilan rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi bukanlah untuk
mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya
untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah
termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga fungsi legislatif dipahami bukanlah
sebagai pembentuk semua norma hukum, melainkan hanya pembentuk norma
umum oleh organ khusus yang disebut lembaga legislatif”(Munir Amir & Reni
Dwi Purnomowati, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan dalam
membentuk norma hukum tidaklah menjadi kewenangan dari pada legislatif, akan
tetapi lembaga lainpun sepanjang hal tersebut diberikan kewenangan oleh
peraturan perundang-undangan (seperti, eksekutif dan yudikatif) (Hans Kelsen,
2007).
Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap
rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan dan
memfasilitasi penyelesaian. Namun tdak jarang terjadi bahwa fungsi dan
kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada
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penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang
menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap daerah itu,
sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan
kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal
1 ayat (2) disebutkan, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalan sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU No 32/2004
Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1). Jadi, inti dari konsep pelaksanaan otonomi
daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus
menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah
(HAW Widjaja, 2002). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,
bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:1. Legislasi; 2. Anggaran; dan
3.Pengawasan.
Berdasarkan fungsi legislasi, dimana DPRD Kabupaten/Kota membentuk
peraturan daerah bersama Bupati/Walikota, dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004, disebutkan bahwa peraturan daerah dan peraturan Kepala
Daerah diartikan, yakni; Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama
Pemerintah daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari
Pemerintah Daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya
disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk
dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang
bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD,
perubahan APBD, tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh
pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi
kepentingan umum, penyelarasan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalan sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Agung Djojosoekarto, 2004). Dalam pelaksanaan
pemerintah daerah maka dikenal beberapa hal yang berhubungan dengan DPRD,
seperti; Kedudukan dan fungsi, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban
(Agung Djojosoekarto, 2004).
Penguatan peran DPRD, baik dalam legislatif maupun pengawasan atas
jalannya pemerintahan daerah, sangat perlu dilakukan karena DPRD merupakan
intitusi lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, dan
perwakilan. Sehingga, dalam prinsip otonomi daerah telah menempatkan DPRD
sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam
menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Kemudian, DPRD juga
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merupakan mitra kerja daripada Kepala Daerah. Selain itu juga, DPRD merupakan
lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan
kepemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikemukakan oleh
World Bank maupun UNDP, terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya
yaitu domain sector public (public sector), sector swasta (private sector) dan
sektor masyarakat (society). Sektor publik menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi
dan pengawasan, sedangkan sektor swasta menjadi motor penggerak kemajuan
ekonomi. Sektor masyarakat berperan memberi kontribusi masukan dan menerima
hasil (MS Sadu Wasisitiono, 2003).
Kedudukan DPRD dalam pelaksanaan trifungsinya yakni sebagai lembaga
legislasi, lembaga pengawasan dan lembaga repsentasi tidak hanya dibebankkan
kepada institusi lembaganya semata, akan tetapi ketiga terifungsi tersebut juga
terimplementasi dan dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota
dalam lembaga DPRD yang kesemuannya harus diatur jelas dalam Peraturan Tata
Tertib DPRD.
Sebagai sebuah institusi tentu saja DPRD harus melaksanakan perannya
dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu dengan
terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat utama mewujudkan
aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Menurut
Sedarmayanti (2003), perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi
akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas
parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas.
Oleh karena itu, Kabupaten Konawe Utara sebagai daerah yang baru
melaksanakan hari jadinya bukanlah suatu daerah yang dalam menjalankan fungsi
pemerintahannya tidak mengalami beberapa kendala. Hal ini dimungkinkan karena
Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah yang masih baru serta secara
pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan masih perlu selalu berbenah.
Seiring dengan perjalanan dalam melaksanakan roda pemerintahan, kepala
daerah dan DPRD Kabupaten diharapkan mampu untuk mengembangkan dan
mempercepat pembangunan disegala bidang guna mewujudkan suatu pelaksanaan
pemerintahan yang baik maupun peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam penguatan terhadap
pelaksanaan roda pemerintahan dibutuhkan kerjasama dan saling mengawasi
antara kedua lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah tersebut. Pengawasan
yang dilakukan oleh DPRD adalah sepanjang pelaksanaan peraturan daerah
sebagai produk bersama antara DPRD dengan Bupati. Pengawasan yang dilakukan
oleh DPRD terhadap Perda dan peraturan Bupati, tentu dipengaruhi oleh faktor
internal dari pada pengawas itu sendiri seperti sumber daya manusia.
DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan
Bupati dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan
daerah serta peraturan bupati. Setelah peraturan daerah itu dibuat bersama antara
DPRD dan Bupati, maka DPRD masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan
daerah tersebut karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD
dalam kesinambungan pemerintahan daerah dengan harapan peraturan daerah yang
telah disetujui dan disepakati bersama dapat berjalan dengan baik.
Dengan demikian, hubungan antara DPRD Kabupaten Konawe Utara dan
Bupati sangatlah penting mengingat tugas dan wewenang yang diberikan oleh
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undang-undang sangatlah menentukan akan arah pembangunan maupun sebagai
tonggak daripada pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang lebih baik.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka fungsi pengawasan DPRD Kabupaten
Konawe Utara terhadap Kepala Daerah sangat penting terutama dalam
mangaktualisasikan program pembangunan pemerintah.
Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan
yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan Pengawasan   DPRD   Kabupaten
Konawe Utara Terhadap   Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Dalam
Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara?
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah normative empiris. Penelitian normatif adalah
penelitian asas-asas hukum dan sistematika hukum sedangkan penelitian yuridis
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber hukum
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Bahder Johan Nasution, 2008),
khususnya yang mengatur tentang fungsi DPRD Kabupaten dalam mengawasi
peraturan daerah, serta kebijakan Bupati atau disebut peraturan kepala
daerah/peraturan Bupati.
Kemudian, penelitian empiris yang digunakan adalah untuk menunjang
data penelitian dengan cara menelaah kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan
mengenai pelaksanaan Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara Terhadap
Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menggunakan sumber data
sekunder, antara lain: Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang
berhubungan dengan penelitian seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan
MPR Nomor III/ MPR/2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta
peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian,
bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks
(textbooks) (Jhoni Ibrahim, 2001), serta bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer. Serta bahan hukum tersier atau badan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2006), seperti berupa kamus, jurnal
ilmiah, makalah, majalah dan bahan sejenisnya yang dipergunakan dalam
melengkapi penelitian ini.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara
Peresmian Kabupaten Konawe Utara dilakukan Menteri Koordinator
Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukum) selaku Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Ad Interim, Widodo AS di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Dengan dikeluarkannya penetapan melalui Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menjadi daerah otonom. Seiring pembentukan
daerah tersebut, tantangan dan persoalan baru juga bermunculan. Adapun
persoalan dan permasalahan yang harus segera ditindak lanjuti antara lain :
1. Menyelenggarakan dan menyiapkan stuktur pemerintahan;
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2. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan roda
pemerintahan serta percepatan pembangunan disegala bidang;
3. Memfasilitasi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Konawe Utara yang definitif;
4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitif;
5. mumbuka kabupaten Konawe Utara  dari keterisolasian  pembagunan
dengan daerah lain;
6. Melakukan hubungan koordinasi dengan Kabupaten, Kota, Provinsi di
Sulawesi Tenggara, daerah lain yang berbatasan langsung serta
pemerintah pusat;
7. Memberikan kesempatan dan membuka lapangan pekerjaan kepada
masyarakat Kabupaten Konawe Utara;
8. Menginventarisasikan aset-aset sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang dimiliki guna  dijadikan sebagai modal dasar dalam
menarik investor, membuka lapangan pekerjaan serta membiayai
pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Konawe Utara pada
umumnya;
9. Menyediakan serta menyiapkan  beberapa pusat pelayanan masyarakat
yang memadai dan terjangkau seperti : pusat pelayanan kesehatan,
pendidikan, dan pusat-pusat pelayanan lainnya yang dianggap penting.
Sebagai daerah kabupaten yang baru, dukungan  sangat dibutuhkan  dalam
percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dukungan bukan hanya datang atau
berasal dari kabupaten induk maupun provinsi tetapi juga dukungan dari
masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan serta berjalannya roda pemerintahan
di Kabupaten Konawe Utara guna menuju sebagai kabupaten yang siap, mandiri
dan otonom.
Terdapat dua pengertian tentang konsep pemerintahan daerah,
pemerintahan daerah dalam arti luas dan pemerintahan daerah dalam arti sempit.
Dalam arti luas maka pengertian pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan
DPRD. Apabila ini yang digunakan maka Pemerintahan Daerah Kabupaten
Konawe Utara adalah Bupati dan DPRD. Sedangkan pengertian pemerintahan
daerah dalam arti sempit yang dimaksud di sini adalah penyelenggaran
pemerintahan oleh kepala daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, sesuai dengan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah
Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Unsur penyelenggara pemerintahan daerah sendiri terdiri atas Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bupati dan Wakil Bupati Konawe
Utara yang menjalankan pemerintahan sekarang hasil pemilihan umum yang
pertama untuk periode 2009-2014 dimenangkan oleh pasangan adalah Drs. H.
Aswad Sulaiman. P, M.Si dan Ir. Ruksamin dengan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bupati dan Wakil Bupati
Konawe Utara dipilih dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
Bupati Konawe Utara sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Utara
mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut ;
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a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
b. mengajukan rancangan Perda.
c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan
ditetapkan bersama.
e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundangan yang beralaku.
f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksankan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala
daerah juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004:
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasaila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan keutuhan NKRI.
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Melaksanakan kehidupana demokrasi.
e. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
daerah.
j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah.
k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah
di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Selain mempunyai kewajiban sebagaimana tersebut di atas sesuai Pasal 27
ayat (1) tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 27 ayat (2)
mengatur bahwa kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Kelembagaan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara
Sekretaris DPRD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
dengan persetujuan DPRD dan mempunyai tugas ;
1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
2) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
3) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
4) menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
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Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional
berada di bawah dan bertangungjawab kepada pimpinan DPRD sedangkan secara
administrasi bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara terdiri 4 Bagian yang meliputi
;Bagian Tata Usaha; Bagian Keuangan; Bagian Risalah dan Perundang-Undangan;
dan Bagian Dokumentasi.
Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa DPRD adalah unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah. DPRD
Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang
dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Sedangkan Kedudukan dan Fungsi
DPRD masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam Pasal 76 disebutkan
bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Tentang susunan dan keanggotaan DPRD Kabupaten Konawe Utara,
sebagaimana diatur dalam Pasal 68-72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
disebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya
dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang. DPRD
Kabupaten Konawe Utara mempunyai 35 (tiga puluh lima) anggota.
Tugas Kewajiban dan Hak DPRD
Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD mempunyai
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut DPRD
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut berikut ;
1) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama.
2) membahas dan menyetujui rencangan Perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah.
3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan derah
dan kerjasama internasional di daerah.
4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil
kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi
DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
bagi DPRD Kabupaten/Kota.
5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan
wakil kepala daerah.
6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan daerah.
7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang
dilakukan oleh pemerintahan daerah.
8) meminta laporan keterangan keterangan pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9) membentuk panitia pengawas kepala daerah.
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10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
Berdasarkan tugas dan wewenangnya maka DPRD mempunyai hak dan
kewajiban. Hak DPRD adalah; hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat. Untuk menjelaskan ketiga hak DPRD tersebut dalam penjelasan
dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak DPRD untuk
meminta keterangan kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan
negara. Adapun hak angket adalah pelaksanaan fungsi DPRD untuk melakukan
penyelidikanterhadap suatu kebijakan tertentu kepalad aerah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara,
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedang hak
menyatakan pendapat adalah adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat serta
terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar
biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau
sebagai tindaklanjut pelaksanaan hak interpelasai dan hak angket.
Proses dan Prosedur Pembuatan Peraturan Perundang-undangan daerah
Sebelum masuk dalam tahapan pembuatan peraturan daerah, maka
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
mengenai partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan atau tulisan dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan
Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah. Demikian halnya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni
mengatur hal yang sama.
Proses konsultasi publik menghendaki aris informasi dua arah. Pembuat
Perda menyampaikan kepada publik mengenai rancangan Perda yang sedang
disusun, termasuk alasan-alasan, justifikasi dan potensi dampaknya. Di pihak lain,
masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dan memberikan umpan
balik kepada pembuat Perda.
Ranperda baik yang berasal dari Kepala Daerah maupun yang berasal dari
DPRD sebagai hak inisiatif, sebaiknya harus mempedomani langkah-langkah yang
haris dipedomani agar Perda yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Buku Pegangan untuk DPRD, Legal Drafting
Penyusunan Peraturan Daerah, menyebutkan: ...”lembaga/intansi eksekutif dan
badan legislatif hendaknya dilibatkan sejak awal. Dengan kata lain, sebelum
melangkah terlalu jauh, inisiasi awal yang bisa saja datang dari kelompok
masyarakat atau pemangku adat kepentingann lainnya tersebut haruslah diadopsi
menjadi inisiasi lembaga/instansi atau badan legislasi.
Setelah instansi/badan yang menginisiasi memahami prinsip-prinsip
penyusunan peraturan daerah, maka instansi tersebut telah siap untuk membuat
kerangka konseptual dan memulai proses pembuatan Perda. Pada intinya
pembuatan Perda sebenarnya merupakan suatu bentuk pemecahan masalah secara
rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, langkah pertama yang
SELAMI  IPS  Edisi  Nomor  45 Volume 1 Tahun   XXII  Juni 2017 ISSN 1410-2323
21
perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi dan menjelaskan
bagaimana peraturan daerah yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah
tersebut. Ada tiga tahap dalam pembuatan hukum yaitu tahap inisiasi (muncul
gagasan dalam masyarakat), tahap sosiopolitis (pematangan dan penajaman
gagasan), tahap yuridis (penyusunan rumusan hukum dan perundang-undangan).
Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
Utara disebutkan, bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
peraturan daerah lain. Jika terdapat peraturan daerah yang bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah tersebut dengan sendirinya
dianggap gugur.
Sedangkan, Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Daerah dibuat dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah juga diperlukan Peraturah Daerah maupun Peraturan Kepala
Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 disebutkan: “Penyelenggara pemerintahan daerah dalam
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta alas
kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan
kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah,
peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah
dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang
lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya”.
Penyelenggara pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan,
maka menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah
dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya maka
dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, juga dapat
menetapkan kebijakan daerah, sehingga dapat terselenggaranya pemerintahan
daerah. Karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri sehingga diperlukan
kebijakan daerah yang berbeda dengan daerah lain.
Kebijakan daerah dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah
dan ketentuan daerah lainnya. Dalam pembahasan diatas telah dijelaskan tentang
peraturan daerah, maka dalam pembahasan ini menjelaskan mengenai Peraturan
Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati. Dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 146 ayat (1) disebutkan; untuk melaksanakan Perda
dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan
Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.
Menurut pasal tersebut, peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala
daerah dibuat dalam rangka melaksanakan Perda. Maka aturan yang terkandung
dalam Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah, tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 49 ayat
(2) disebutkan; peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota atau peraturan lain
dibawahnya dimuat dalam Berita daerah. Maka, Peraturan Bupati sebagaimana
juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dibuat dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan daerah tersebut.
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Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, maka Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah dianggap tidak sesuai lagi,
maka diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dalam Pasal 1 poin 1
Permendagri Nomor 16 tahun 2006 disebutkan; prosedur penyusunan produk
hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum, daerah sejak
perencanaan sampai dengan penetapan. Produk hukum daerah adalah peraturan
daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berarti produk hukum daerah atau
peraturan daerah tersebut dibuat oleh kepala daerah sehubungan dengan peraturan
yang lebih tinggi termasuk peraturan daerah dianggap belum mengaturnya,
sehingga kepala daerah membuat peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Fungsi DPRD sebagai legislasi dan anggaran adalah merupakan
pelaksanaan dari fungsi DPRD sebagai pembuat kebijakan publik. Karena, fungsi
legislasi dimana menunjukkan bahwa DPRD adalah wakil rakyat, karena DPRD
dalam membuat Peraturan daerah harus menampung aspirasi masyarakat yang
diwakilinya, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan seharusnya memihak
kepada kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan umum bukan untuk
kepentingan golongan saja. Pengawasan DPRD juga dapat dirancang melalui
pembentukan peraturan daerah, sehingga dalam pengawasan dapat dijalankan
dengan baik.
Fungsi DPRD sebagai pembuat anggaran maka DPRD dalam menyusun
anggaran seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat apakah anggaran
yang dibuat sudah mendukung perekonomian rakyat. Untuk itu perlu “Penetapan
sistem anggaran kerja”. Penerapan anggaran kinerja perlu dicerminkan atau
diorientasikan pada tiga fungsi dasar pengggaran, yaitu; (i) fungsi alokasi-
penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, (ii) fungsi
distribusi-pemerataan pendapatan antar warga Negara, dan (iii) fungsi stabilitas-
penyediaan kesempatan kerja, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi.
Disamping fungsi DPRD sebagai legislasi dan anggaran, dimana DPRD
masih mempunyai fungsi pengawasan. Dalam kualifikasinya sebagai wakil rakyat
sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan pertama-tama
berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam bentuk undang-
undang. Berbagai bentuk pengawasan politik yang dapat dimanfaatkan oleh
lembaga ini ialah dengan bertanya, interpelasi, angket dan mosi tidak percaya.
Urutan peralatan kontrol diatas, sekaligus memperlihatkan gradasi keampuhan atau
kekuasaannya. Dianggap bahwa bertanya sebagai alat pengawasan paling lunak
sementara mosi adalah yang paling keras atau paling ampuh, sementara itu yang
lain berada di antara kedua kutub tersebut.
Kapasitas pengawasan juga dipengaruhi oleh hubungan struktural-
fungsional antara DPRD dengan partai politik, pemerintah dan masyarakat sipil.
Sebagaimana halnya dengan komposisi DPRD di Kabupaten Konawe Utara,
dimana komposisi DPRD yang dominan dari partai yang juga mengusung kepala
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daerah yang terpilih sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Sehingga dari
seluruh fungsi DPRD yakni sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun
fungsi pengawasan, semua keputusan itu diambil tidak terlepas dari kepentingan
politik dari pada komposisi partai dalam DPRD itu sendiri.
Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan
secara bertahap yang diatur berdasarkan program kerja tahunan. Dimana
pengawasan yang dilakukan terhadap implementasi peraturan daerah serta
keputusan bupati, pada dasarnya DPRD dapat menjalankan pengawasan dengan
baik serta relatif kuat. Dimana pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan adanya
indikasi suatu peraturan daerah tidak efektif dijalankan, sehingga DPRD
melakukan pemanggilan terhadap pemerintah daerah yang biasanya mengundang
dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan,
dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu peraturan daerah.
1. Mekanisme Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara
Ketika berbagai penjelasan yang berbeda-beda antar daerah digabungkan,
pengawasan oleh DPRD pada dasarnya memenuhi rincian fungsional yang
berlaku secara umum. Melalui Komisi yang terbentuk di DPRD diharapkan
dapat efektif dalam mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan.
Maka, komisi mempunyai tugas; melaksanakan pembahasan terhadap
rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD, melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Berdasrakan
hal-hal tersebut, pengawasan oleh DPRD adalah untuk mereview, mempelajari
dan mengevaluasi secara berkesinambungan beberapa aspek sebagai berikut:
Pertama : Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan
peraturan perundang-undangan.Pengawasan internal juga perlu
dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya.
Kemudian dari hasil penilaian tersebut yang diputuskan dalam
rapat, ditentukan apakah Peraturan Daerah dan Keputusan
Bupati yang ada efektif dilaksanakan atau pelaksanaannya
sesuai dengan keinginan dari pada peraturan daerah itu sendiri.
Kedua : Pengawasan juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan
pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan
peraturan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan seperti
ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait
dengan pelaksanaan proyek-proyek. Pengawasan terhadap
pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang
diciptakan dengan peraturan, dalam kegiatan ini DPRD
melakukan pengawasan terhadap administrasi pelaksanaan
program.
Ketiga : Pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga
dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain ditingkat daerah,
terutama jika terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan lain. Yang masuk dalam kategori ini adalah
pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala
Daerah/Bupati dan pelaksanaan APBD. Pengawasan DPRD
terhadap lembaga-lembaga lain yang terkait dengan peraturan
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perundang-undangan lain, seperti misalnya pengawasan
terhadap Lembaga Pemilihan Umum Daerah dan Panwaslu.
Kelima : pengawasan juga dilakukan dengan pembentukan tata
pemerintahan yang bersih. Seharusnya DPRD melakukan
pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang
bersih, sebagaimana fungsi pengawasan yang sesungguhnya
adalah agar pemerintah daerah dapat mewujudkan
pemerintahan yang baik.
2. Bentuk Pengawasaan DPRD Kabupaten Konawe Utara
Pelaksanaan kegiatan  pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk
dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan
tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaaan
barang & jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses.
Dengar pendapat adalah serangkaian kegiatan yang dapat dilaksanakan
oleh pimpinan DPRD/komisi/gabungan komisi/panitia khusus dengan
lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan/perusahaan/perorangan. Kegiatan
dengar pendapat dilaksanakan sehubungan adanya dugaan penyimpangan dari
pelaksanaan perarturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang
dianggap dapat merugikan negara atau masyarakat. Kegiatan dilaksanakan
sehubungan dengan adanya pengaduan dari masyarakat secara lisan ataupun
tulisan atau hasil kunjungan yang dilaksanakan oleh DPRD. Untuk menentukan
langkah yang harus ditempuh oleh DPRD atas suatu pengaduan maka terlebih
dahulu dilaksanakan dengar pendapat.
Kunjungan kerja adalah serangkaian kegiatan alat kelengkapan DPRD
Kabupaten Konawe Utara, untuk mengunjungi suatu tempat di wilayah
Kabupaten Konawe Utara. Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelah terlebih
dahulu dilaksanakan acara dengar pendapat maupun tanpa didahului acara
dengar pendapat. Kunjungan kerja dilaksanakan untuk melihat lebih dekat atas
suatu kegiatan pemerintah daerah atas pelaksanaan peraturan daerah maupun
peraturan bupati baik yang menyangkut APBD maupun peraturan daerah.
Panitia Khusus sebagaimana dimaksudkan merupakan kelengkapan DPRD
yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus bukanlah alat kelengkapan dewan yang
permanen, akan tetapi sifatnya tidak tetap karena pansus dibentuk seiring
dengan adanya kasus tertentu atau dalam rangka pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah, sehingga dalam rangka mempermudah pembahasan yang
diajukan kepada DPRD, maka dibentuklah pansus. Pansus yang dibentuk
dengan sendirinya bubar setelah pansus menyampaikan laporannya dalam
sidang paripurna. Panitia khusus yang dibentuk pada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Konawe Utara, biasanya dibentuk dalam rangka pembahasan
RanPerda.
Pengawasan Tentang Pengelolaan Barang dan Jasa adalah kegiatan yang
dilaksanakan oleh DPRD sehubungan dengan pelaksanaan APBD yang sifatnya
prefentif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara
maksimal. Pengawasan barang dan jasa sangat penting bagi upaya perbaikan
layanan publik daerah.
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Reses, dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, dipergunakan untuk
mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap
aspirasi masyarakat. Kegiatan reses adalah salah satu bentuk pengawasan
DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati
maupun kebijakan pemerintah daerah. Sehingga, dalam pelaksanaan reses
anggota DPRD akan mendapat masukan secara langsung atas pelaksanaan
peraturan daerah maupun kebijakan Bupati lainnya. Sehingga, pengawasan
implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat dilaksanakan
melalui kegiatan ini.
Pengawasan tentang kinerja pemerintah adalah pengawasan DPRD
terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD
Kabupaten Konawe Utara dengan komisi yang dilakukan dengan cara melihat
pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
Disamping bentuk pengawasan tersebut, DPRD Kabupaten Konawe Utara juga
mempunyai hak meminta keterangan dan hak untuk melakukan penyelidikan
terhadap pemerintah daerah.
Demikianlah tata cara pelaksanaan dari pada pengawasan DPRD terhadap
pelaksanaan interpelasi, tetapi selama DPRD terbentuk di Kabupaten Konawe
Utara, dimana hal kini belum pernah dilaksanakan berhubung karena seluruh
keterangan yang dibutuhkan DPRD dapat dilaksanakan melalui dengar pendapat.
Seluruh paparan tentang mekanisme dan muatan pengawasan tersebut dapat
menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan DPRD mempunyai
dasar dan kerangka yang pasti. Demikian halnya dengan mekanisme pengawasan
DPRD Kabupaten Konawe Utara dalam mengawasi implementasi Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati maupun Kebijakan Bupati, dimana mekanisme tersebut
telah dituangkan dalam peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Konawe Utara.
KESIMPULAN
Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, karena akan
memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak
keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan.  Sementara bagi
pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam
proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran
secara efektif dan efisien. Pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD
bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang
berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta
pembangunan di daerah. Kemudian, berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan
DPRD Kabupaten Konawe Utara terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati
adalah melalui alat kelengkapan DPRD Kabupaten Konawe Utara yang dirangkai
dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, dan pembentukan panitia khusus.
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